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ABSTRAK
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Kata Kunci Mahkamah Konstitusi, Pengaduan Konstitusional (Constitutional

Complaint ), Hak Warga Negara, Kewenangan
Isi Abstrak Sehubungan dengan hakikat dari konsepsi Indonesia adalah negara
hukum, konfigurasi konstitusi, kekuasaan kehakiman dan hukum progresif yang
dianut di Negara Kesatuan Republik, Indonesia Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia diharapkan dapat menjadi pelindung konstitusi (the guardian of the
constitution), terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan hak-hak
konstitusional warga negara, untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara
hukum yang demokratis. Ternyata Mahkamah Konstitusi tidak memiliki
kewenangan yang maksimal melindungi konstitusi dan hak-hak konstitusional
warga negara. Melalui teori hukum progresif, Mahkamah Konstitusi
dimungkinkan untuk memiliki kewenangan mengadili perkara pengaduan
konstitusional. Hal tersebut bukanlah merupakan bentuk superioritas Mahkamah
Konstitusi, melainkan merupakan suatu konsekuensi prinsip yang tidak
terbantahkan lagi bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, atau dengan kata lain
bahwa setiap tindakan/perbuatan/aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi
oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan hak dasar dan hak asasi warga
negara serta konstitusi itu sendiri, dengan konsekuensi hukum bahwa perbuatan,
aturan atau tindakan yang demikian tersebut menjadi “batal demi hukum” karena
bertentangan dengan konstitusi. Penulis menggunakan metode penelitian hukum
normatif terhadap pengaduan konstitusional yang termasuk namun tidak terbatas
pada perbuatan atau kelalaian suatu lembaga publik yang mengakibatkan
terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitutional orang yang bersangkutan
oleh badan politik dan/atau badan administratif terhadap produk hukum, peraturan
perundang-undangan, perbuatan atau kelalaian suatu lembaga publik yang
mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitutional warga
negara guna menjamin perlindungan terhadap konstitusi sekaligus hak
konstitusional warga negara yang didasarkan pada konsepsi “check and balances”
yaitu agar suatu badan tidak melewati kewenangannya dan/atau tidak
bertentangan dengan konstitusi tersebut telah sesuai dengan konstiusi yang
didasarkan pada kehendak rakyat (warga negara).
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